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Menimbang

Mengingat

c.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan

penyederhanaan birokraei di lingkungan instansi

pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif dan efisien guna

meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan

piiblik di bidang perencanaan pembangunan, rieet dan

inovaei daerah perlu dilakukan penataan kedudiikan,

susunan organieaei, tugas, fungsi dan tata kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah

Kabupaten Tanggamus;

b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamue Nomor 74 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Rieet dan Inovaai Daerah Kabupaten

Tanggamus eetelah dilakukan evaluasi sudah tidak

mat dengan ketentuan Paaal 34 ayat ( 1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri NomorS Tahun 2017 tentang

Pedomen Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang Melakeanakan Fungsi

Penunjang Ponyolenggaraan Uruean Pomerintahan dan

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalarrt Negeri Connor7 Tahun

2023 tentang Pedo ian, Pembentukan, dan Nomenklatur

Badan Rieet dan Inovaei Daerah;

dmsksud huruf

menetapkan

Kedudukan,

a dan hurufb tersebut diatas, perlu

F'eraturan Bupati Tanggamue tentang

Susunan Organieasi, Tugas, Ftingsi dan
Tata Kezja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
lnovaei Daerah Kabupaten Tanggamus;

1. Paeal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor

Pembentukan

Bawamg der

Wxwtns

RepubUA

Negara Republik

2 Tahtln 1997 tentang

Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang

Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamua di

Pang (mmbaran Negara

Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahari

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366T);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 0011 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, TembahanLeiribaran Negara Republik

Indoneeia Nomor 5234), eebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahttn 2022 tentang Perubahan Kedua Atac Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indoneaia Tahun 2022 Nomor 143,

TambahanLembaran Negara Repobliklndonosia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneeia Nomor J587), eebagaimana

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetap

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2€ï23 Nomor 41,Tambahan Lembaran ffegara RepubÏik

Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2023 Nooior 141, Tanibahan Lembaran Negara Republik

lndoneeia Nomor 689T};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 No ior 114, Tambahen Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), eebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atac Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentarig Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik

Indoneeia Nomor 6402);

7. Peraturan Preeiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan

Riaet dan lnovasi Daerah {Lembaran Negara Republik

Indoneeia Tahun 2021 Nomor 192};

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011

tentang Pedoman Jabatan Fungeional Umum di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indoneeia Tahun 2011 Nomor 3);

9. Pemturan Mcnteri Dalani Negeri Nomor5 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomeriklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang

Melakeanakan Fungai Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintehen (Berita Negera Republik Indoneaia

Tahuri 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformaei Birekrasi Nomor 17 Tahun 202t tentan8

Penyetaraan Jabatan Administraei Ke Delam Jabatan

Pungslonal (BerttA Negara Republtk Indoneeía Tahun

g021 Nomor S25};



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatul Negara dan

Reformaei Birokraei Homer 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organieaei Pada Inst&f19f

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indoneaia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Pemturan Menteri Pendayagutiaan Aparatur Negara dan

Reförtriaei Birokrasi Horror7 Tahtm 2O22 teritafig Sietem

KetJa Pada Instanai Pemerintah unttik Penyederhanaan

Birokraei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 181);

t3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 2023

tentang f'edomaii, P'emberitukan, den Hornenkiatur

Badan Rieet dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 435};

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus

Nomor 47) eebagaimana telah diubah beberapa kali

tetakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamua Connor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturen Daerah Kabupaten Tanggamus

Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tariggamus

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

HUfDoP 212, Tambahttft Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 102);

Dalam Peraturan Bt1]3gti iniyang dimakeud dengan

1. Daerah adalahpaerah Kabupaten Tanggampg.

2. Pemerintahan Daerah

pemerintahan oleh
adalah penyelenggar p

Pemerintah
Perwakilan Rakyat Daerah

Pembantuan dengan

d«lam Sistem

Indonesia

menurut Asa» otonomi dan

prinsip otonomi

dan Prinsip Negara

aeba nna dimakaud
D&a&fi NC$ara Republik Indonesia

eeluas-luasnya

Oesatuan Republik

dalDDi Undang-Undang

Tahun 1945.



IO.

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamuo.

4. Bupati adalah Bupati Tanggamue.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Taoggamus.

Perangkat Daerah adalah unaur pembantu Bupati dan

Oewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Uruean Pemeriritahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

7. Badan adalah Badan Kabupaten Tanggamus.

8. Badan Y'erencanaen Pembangunan, Rieet dan Inovasi

Oaerah adalah Badan Perencanaan Pembangurmn, Riset

dan Inovaei Daerah Kabupaten Tanggamus yang

eelanjutnya disingkat BAPPERIDA.

9. Pembangunan Daemh adalah ueaha yang eistematik

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah

nutuk peningketan dan pemerataan pendapatan

meningkatkan akees dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing Daerah aesuai dengan uruean pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu

proeeeuntuk menentukan kebijakan maaa depan, melalui

urutanpilihan, yang melibatkan berbagai unaur

pemangkukepentingan, guna pemanfaatan dan

pengalokaeian number daya yang ada dalam jangka

waktu tertentu di Daerah.

11.Pengendalian dan evaluaei pembangunen Daerah adalah

euatu proeee pemantauan dan superster dalam

penytisunan dan pelakeanaan kebijakan pembangunan

eerta meetlat haeil realieaei kinerja dan keuangan untuk

memastikan tercapainya target eecara ekonomis, efisien,

dan efektif.

lS. Riaet dan lnovaei Daerah adalah penyelenggaraan

penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

eerta inverisi dan inovaei yang terintegrasi di daerah.

13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten

Tanggamus eesuai dengan bidang keahlian dan

ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pungsional adalah pegawai aparatur sipil negara

yang menduduki jabatan fungaional pada Perangkat

Daerah.



BAPPERIDA merupakan uneur penunjang otonomi yang

metak«anakan fung«t penunjang Urunan Pemerlntahan
Daerah yang dipimpin oleh aeorang Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada

Bupati melalui Sekretaria Daerah.

BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Bupati

melakeanakan fungei penunjang Umsan Pemerintahan

Daerah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang

Pereiicanaan Pembangunan, Riaet dan lnovasi Daerah serta

tugas pembantuan yang diberikan pada daerah eeeuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam f'ata1 3, BAPPERIDA menyelenggarakan

fungei

a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di Bidang

Perencanaari Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah

yang menjadi kewenangan daerah;

b. Pcnyeltnggaraan perencanaan penibangunan daerah

eektoral yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan

lingliup tugaanya;

c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah eerta pelaporan pelakeanaan tU8£iB

dukurigan tekniu eesuai dengan lingkup tugaanya;

d. Pembinaan teknia penyelenggaraen fungai penunjang

Urueari Pemeriritahan Daerah msuai dengan lingkup

tugaenya;

o. f'enyeienggaraan adminiutrasi; dan

f. Penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh atanan.

8uauono Ozgaoiaaat

(1)SusunmnoymnieesiBAPPERlDAteMindaü:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian UmumdanKepegawaian;

2. Sub Bagian Program;

3. Kelompok Jabatari Fungoional;

c. Bidang Perencanaan Makm, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;



d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manueia;

e. Bidang Perencanaan Perekonomian;

f. Bidang Perencanaan Infrastruktur den Kewilayahan;

g. Bidang Riset dan lnovaai Daerah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2} Bagan Struktur Organiaaei BAPPERIDA sebaggimana

tereantum dalam Lampirart yang merupakan bagian

tidak terpieahkan dari Pcmturan Bupati ini.

(1) Kepala Baétan mempunyai tugas memimpin,

merencanakan, mengkoordlnaetkan, mengatur,

membina, mengendalikan, menyularaekan, memfaTjlit£fRt

dan oienyelenggarakan fungei penunjang Urusan

Pemerintahan Daerali di Bidang Perencanaan

Y'embangunan, Riet dan Inovaei Daerah dan

melakaanakan tuin pembantuan eeauai bidang

tugasnya berdaearkan ketentuari peraturan perundang-

undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas mbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungai:

a. menyelenggarakan perumuaan kebijakan teknio

fungai penunjang Uruean Pemerintahan Oaemh di

Bidang 9ereneanaan Pembangunan, Rieet dan Inovasi

Daerah;

b. mengatur, meiobina, dan merigendalikan, menyuetin

dan mengitoordinasikan perencanaan program jangka

pendek, ja:ngka rnenengah dan jangka panjang

Kabupaten Tanggamuo berdaearkan kebijakan Kepala

Daerah;

merencanakan eumber pembiayaan pelaksenaan

pembarigunan daerah guna penyueunari perencanaan

dan penganggaran pembangunan daerah;

d. menyusun dan merencanakan prioritas program

pembangunan Daerah berdaaarkan analisia data dan

informant pembangunen daerah dengan

memperhatikan kemampuan ktuangnn dan kebijakan

e. mengkoordinaaikan perumuean penyuaunan LKPJ

Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati;

melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian

eerte pengimplementaeian haeil penelitian,

pengembangan, analiais kebijakari, arialiaie data

ilmiah serta inovaei dan teknolo



g. mengkoordinaaikan rieet dan inovasi daerah yang

dilakeanakan ewakelola maupun kerjaaaina

dengan pihak lain;

h. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluaai

dan pengendalian fungai penunjang Uruean

9emerintahan Daerah di Bidang Perencanaan

Pcmbangunan, Riaet dan Inovaai Daerah;

menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip

dan naakah dinaa yang mendapat pelimpahan

weweriang dari Kepala Daerah;

menyelenggarakan koordinaai dan pembinaan

pelakaanaan tugaa dan fungsi keeekretariatan, bidang

pereneanaan inakro, pongcndalian dan evaluaai

pembangunan daerah, bldang pereneanaan

peasertntahan dan peralmngunan manuaia, bidang

perencanaan perekonomian, bidang perencariaan

infrastruktur dan kewilayahan aerta bidang riset dan

inoveei daereh,

k. mendiatribuaiken dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugan kepada bawahan;

1. mengkoordinaaiknn, memantau, mengendalikan dan

mengevaluaai kegiatan bawahan;

m. melaporkan haaü keija di Bidang Perencanaan

Pembanguriari, Riaet dan Inovaai Daerah kepada

Bupati; dan

n. melakaanakan tugas lain ataa perintah pimpinan

untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategie
maupun yang bereifat kebqakan pimpinan serta

mclakoanakan tugaa kedinaaao lain eeauai dcngan

bidang tugaanya.

Parel7

(1) Sekretariat dipimpin olth eeorang Sekmtarie yang

berkedudukan di bawah dan fmrtanggungjawab kepada

(2) 5ekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam menyelenggamkan adminiatraai Badan dibidang

keeekretariatan yang meliputi pelakaanaan pelayanan

umum dan kepegawaian, tate kelola barang milik

daerah, penyuaunan program, pelaporan kineıja dan

kuuangan aerta membantu Kcpala Badan

mengkoordinaaikan pelakaanaan tugaa dan fungui

bidang-bidang.

{3) Untuk menyelenggarakan tugas eebagaimana dimakeud

pada ayat (2J, Sekmtarie mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

BAPPERIDA;



b. menyelenggarakan koordinaai pe1a.yanan administrasi

umum, meliputi ketataueahnan, kerumahtanggean,

pengelolaan barang milik daerah, kehumaaan,
keprotokolan erta kearaipan pada lingkup Badan;

c. menyelenggarakan koordinaei pelayanan administraai
kepegawaian meliputi penguaulan formasi, mutasi,

pengembanggn lcarir dan kompetenei, pembinaan

disiplin, kemjahteraan pegawai nerta pension

pegawai pada lingkup Badan;

d. menyclcngggrakan koordinaei pengkejian bahan

penatean kelembagaan dan ketatalakeanaan pada

lingkup Badan,

e. menyelenggarakan koordinasi ponyusunan bahan

rancangan dan pendokumentaalan peratucan

perundang-undangan pada lingkup Badan;

f. menyelengggraknn koordinaei pengelolaan bahan

puatelra aerta mengelola dan mengembangkan

perpuetäkeen BAPPERIDA untuk menunjang

perencanaan ;›em gunan;

menyeknggarakan koordinaai dan pengkajian

penyuaunan program kerja eekretariat dan bidang-

h menyelenggarakan koordinaei pengumpulan dan

pengolahan bahan penyuaurian dokumen

pemncanaan, penganggaran dan pelaporan kineria

Perangkat Daerah pada lingkup Badan;

i. menyelenggarakan koordinani pelayanan administrasi

keuangan, nieliputi penganggaran, penataueahaan,

eerta pengelolaan aiatem akuntanai dari pelaporan

keuangan pada lingkup Baden;

j. mendietribusikan dan memberi petunjuk

pelakaanaari tuga8 kepada bawahan;

k. inengk , memantau, mengendalikan dan

mengevaluaai kegintan bawahan;

melaporkan hasil kerja di Sekretariat kepada Kepala

Badan; dan

m. melalcaanakan tugaa lain yang diperintahkan oleh

ataean untuk kelancaran tugas kedinaean.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2J dan (3), 8ekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian UmumdenKepegawaian;

b. Sub Bagian Program; dan

c. Kelompok Jabatan Fungainnal.

(5) Maaing-maaing Sub Bagian dipimpin oleh aeorang Kepala

Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggu awabkrpmdasebrmüa



(1) Kepala Sub Bagian Umum danKepegawaian mempunyai

tugas membarıtu Sekretnris dalam melakEanakan

pelayanan adminiatraai umum dan kepegnwaian,

kelenıbagaan, ketatalaknanaan, pengembangan

kompetensi aparatur, pengelolaan barang den

kerumahtanggann pada lingkup Baden.

(2) Untuk menyelenggarakan tugge sebagaimana dioıaksud

pada ayat (U, Kepala Sub Bagian Umum dan

a.melaksanakan penyuaunan program kerja Sub

Bagian UmumdanKepegawaian;

b. melaksanakan koordinaei, menghimpun dan

menyuaun bahan kebijakan teknis Sub Bagian
Umum dari Kepega &an;

c. melakaanakan penghimpunan kebijakan teknia

adminiatraai kepegawaian aeauai kebutuhan aebagai

daear pelaksanaan tugae;

d. melakaanakan penyuaunan rencana pengelolaan

admtnistraai kepegawaian berdaaarkan pedoman

untuk kelancarao tugas Badan;

e. melakeanakan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai aeauai formaai untuk optimalieasi

pelakeanaan tugae Badan;

f. melakaanakan penguaulan formaal, mutaet,

pen mbangan karir dan kompetensi, pembinaan

disiplin, keeejahteraan pegawai dan peneiun pegawai

pada linglrup Badan;

g. nıelakaanakan pengelolaan ketatauaahaan,

kerumahtanggean, kehumaaan, dan pelayanarı

aistem informaai, keprotokolan eerta pengelolaan

kearaipan pada lingkup Badan;

h. melakeanakan pengadaan, penyimpanan,

pendiatribueian, pemelı3mraan, pemindahtanganan

dan penghapuaan, nerta pendayagunnan barang milik

daerah pada lingkup Badan;

İ. melakaanakan penyusunan bahan penataan

keletnbagaan dan ketatalaksmman pada lingkup

Badan;

j. melakaanakan penyusunan hattan rancangan dan

pcndokumentaaian peraturan perurıdang-undangan

pada lingkup Badan;

k. melakaarıakan pengelolaan hattan pustaka eerta

mengelola dan mengeznbangkan perpustakaarı

BAPPERIDA untuk menunjang perencanaan



1. melakeanakan penyiapan hattan pembinoan

adminietrasi umum dankepegawaian pada lingkup

Badan;

m. melakeanakan telaahan ataf eebagai hattan

n. melaksanakan koordinaei dan penyusunan baharı

tindak lanjut Laporan Haail 'emerikaaan lingkup Sub

Bagian UmumdanKepegawaian;

o. melakaanakan penyuaunan hattan earan dan

pcrtimbangan mengcnai tugaa Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian eebagai hattan penetapan

kebijakan;

p. me!akennakan pengendalian dan evaluaai

pelakeanaan tugaa Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

q. melaporkan hasil kerja di Sub Begian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaria; dan

r. melekeanekan tuges Icin yeng diperintahken oleh

ataaan nutuk kelancaran tugaa kedınasan.

(1) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas

membantu Sekretaris dnlnm melaksanakan pelayanan

adminictraei penyuaunan dokumen perencanearı,

penganggaran dan pelaporan lcineŞa pada lingkup

Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat( 1}, Kepala Sub Bagian Program mempunyai

fungei:

a. melaksanakan penyuaunan program ke a Cub

Bagian Program;

b. melaksanakan koordinaai, menghimpun dari

menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian

›
c. menyiapkan bahan koordinaai penyuounan program,

kegiatan den aub kegiatan pada lingkup Baden;

d. melakaanakan penyuaunan Rencana Strategis

Perangkat Oaerah dan perubabarinya pada lingkup

Badan;

c. melakaanakan penyusunan Rencana Keija Perangkat

Oaerah den perubahannya pada lingkup Badan;

f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan

Anggarari Perangkat Daerah dan perubahannya,

Dokumen Pelakcanaan Anggaran f'erengkat Daerah

dan perubahannya pada lingkup Badan;

g. melakeanakan penyuaunan laporan evaluaai dan

capaian kineija Fetangkat Daerah pada lingkup

Badan;



{ 1)

h. m€lBkBRRBkftfl penyusunan dan penghimpunan

8tandar Operaaional Proeedur kegiatan yang berasal

dari 80kretafi8t dan bidang-bidang pada lingkup
Badan;

i. melakaartakan penyiapan hattan pembinaan

penyusunan pmgram pada lingkup Badan;

j. melakeanakan telaahan ataf eebggai bghqn

pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melakaanakan koordinaei dan penyueunan bahan

tindak laqjut Laporan Hanil Penıerikeaan lingkup Sub

1. inelakaanakan penyuaunen behan earan dan

pertimbangan mcngenai tugae Sub Bagian Program
behagar Mattan penetapan kebijakan;

rn. melaksanakan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;

n. melaporkan haail ker;a di Sub Bagian Program

kepeda Sekreteria; den

o. melalcaanakan tugae lain yang ‹tiperintahkan oleh

ataaan untuk kelancaran tugan kedinanan.

P«•«1 10

Bidang Perencanaan Makro, F'engenda1ian dan Evaluaei

Pcmbangunan Daerati acbagaJmana dimaksud daJam

Paaal5 ayat (1) hurufc, terdiri dari:
a. Kepala Bidang Perencanaan Mekro, 'engendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daemh; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evalua8i

Pembangunan Daerah dipimpin oleh aeorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengeridaliari dan

Gvaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas

eiembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan

fungsi penunjang pelakeanaan Urueari Pemerintahan

Daerah diBidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah yang meliputi

perencanaan makro dan pendanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

(4) Untuk menyelenggerekan tugae eebagaimana dimakaud

pada ayat (3), Kepala Bidang Hereneanaan Makro,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi:

a. melaknanakan penyusunan program ke a Bidang

Perencanaan Makro, Pengendaliari dan Evaluasi

Pcmbangunan Daerah;
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b. melakeanakan koordinasi, menghimpuri dari

menyusun bahan kebijakan t«knie Bidang

Perencanaan Makro, Pengendalian dam Evaluasi

Pembarigunan Dacruh;

c. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan

pendanaan pembangunan daerah;

d. mDl8ke&RakaR pOngÏnt0gPaaian dan harfROnÏe&ei

program-prograei pembangunan didaerah;

e. melakukan perumuean kebijakan penyusunan

percncanaan, pengendalian, cvaluaui dan informasi

pembangunan daerah;

f. mengmsrdinaeikan dan mengainkroniaaaikan

pelakaanean kebijakan perencanaan dan

penganggaran didaerah;

melakukan evaluaai terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, dan pelakeanaan rencana

pembangunan daerah, aerta haail rencana

pembangunen daereh;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan,

superviei dan tindok lanjut penyimpangan terhadap

pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai

demgam ketjsksn pevnbamguuxn daemh;

i. mengiderttifikasi permasalahan pembangunan

bcrdaearkan data nutuk mengetahui perkembangan

melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

k. melakukan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi

untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

l. melakukan koordinasi pelaksanaan Konsultasi

Publik, Forum Pcrarigkat Daerah dan Muarenbang

dalam mngka penyueunan RPJPD, RPJMD danRKPD

-- j-o
m.melakeanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan

dokumen perencanaen pembangunan daerah

meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD beeerta

n. melakeanakan faaihtaai dan koordlnaai penyuaunari

dokumen evaluaei RPJPD, RPJMD danRKPD;

O. melakeanakan faeilitaei dan koordinasi penyusunan

dokumen LKPJ Tahunan dan LKP.J Akhir Maaa

Jabatan Bupati;

p. melakaafiakan faailita i koordinasi penetapan

IKU Pemerintah Daerah;

q. mendietribuaikan dan memberi petunjuk

pelakeanaan tugas kepada bawahan;

r. melakaaZlakarl telafill8ri Bt8f eebagai bahan

melakaanakan koordinaai dan penyueunan baharı

tindak lanjut Lapomn Hasil Pemerikeaan lingkup

Bidang PerC'f2C8D&&R Makro, Pengendalian dan

Evaluaei i°embangunan Dacrah;



t. melakeanakan penyusunan bahan saran dan

pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan

Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah eebagai bahan penetapan kebijakan;

u. melakeanakan pengendalian dan evaluasi

pelakeanaan tugas Bidang Perencanaan Makro,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

v. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan

Makro, Pengeridalian dan Evaluasi Pembangunari

Daerah kepada Kepala Badan; dan

w. melakeanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

ataean untuk kelancaran tugas kedinasan.

P«•«1 11

( 1} Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Manusiasebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1)

hurufd,terdiri dari:

a. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangtinan

Manusia dipimpin oleh aeorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan.

(3) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manueia mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam menyetenggarakan fungsi

penunjang pe!«lr-neren Uruean Pemerintahan Daerah di

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial,

tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, adminietraai kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyaraat dan desa,

pengendalian penduduk dan kelurag berencana,

kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsiapan,

tranemigrasi, pengawaean,kepegawaian serta pendidikan

dan pelatihan dan keeatuan bangea dan politik.

(4} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3}, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan

menyueun bahan kebijakan teknis Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia;



c. melaksanakan koordineai penyueunan dokumen

pereneanaan pembangunan daerah yang meliputi

RPJPD, RPdMD dan RKPD pada lingkup Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

d. melakegnakan koerdinaei penyuuunan Rencana

Strategie Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perengkat Oacrah pada lingkup Bidang Perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. melakeariakan koordinasi sinergitae dan harmonieasi

kegiotan Perangkat Daerah pada lingkup Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

6tanueia;

f. melakukan koordinaei pelakeanaan einergitas dan

harmonisasi kegiatnn Kemcnterian/ Lembaga di

provinsi dan kabupaten/kota pada lingkup Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan

g. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan

kegiatan putt untuh prioritas national pada lingkup

Bidan8 Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

h. melakukan koordinaei pelaksanaan kesepakatan

bereama kerjaeama antar Perangkat Daerah pada

lingJcup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

f. melakukan koordinaei pembinaari teknis

pgrencanaan kepada Perangkat Daerah pada lingkup

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

j. melakeanakan asistenei usulan rencana program,

kegiatan dan aub kegiatan pada bidang pendidikan,

keeehatan, eoeial, tenaga ketja, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyaraat dan deea, pengendalian penduduk dan

kelurag berencana, kepemudaan dan olah raga,

perpustakaan, keareiapan, transmigraei,

pengawaean,kepegawaian eerta pendidikan dan

pelatihan, eekretariat DPRD dan keeatuan bangsa

dan politik;

k. melakeanakan fasilitasi dan koordinaei tidak lanjut

u Bulan Q£mbangunan pada forum

MuerenbangBidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

l. melakeanakan fa8ilita8i dan koordinasi penetapan

IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program

di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

m. mendietribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan;

n. me!akeanakan telaahan etaf sebagai bahan

pertimbanggn pengambiiaii kebijakan;



O. melakSBnakgn koordinaei dan penyugunan bghan

tindak lanjut Laporan Haeil Pemerikaaan lingkup

B'ÖBR KJt29anaan f'emcrintahan dan

p. melaämtnakan penyusunan imhan earan dan

pertimbanggn mcrigenai tugas Bidang Perencanaan

Pemerintahari dan Pembangunan Manusia aebagai

bahan penetepan kebijekgn;

q. melakOai28k&n Jngcndallan dan evalueer

pelakean&8fl tugas Bidang Perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

r. melaporkan haail k‹nja di Bidang Perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada

Kepata Badan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

ataean untuk kelancaran tugaa kedinaean.

(I) Bideng Perencanaan Perekonomian sebagaimana

dimaksud dalani Pasal5 ayat t1) hurufe,terdiri dari:

a. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungaional.

(2) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai

tugae membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan

fiingsi penunjang pelakaanaan U rusen Pemerintahan

Daerah di Bidang Perencanaan Perekonomian yang

meliputi pangan, kopemsi, uaaha kecil dan menegah,

penanaman m‹xlal, kebudayaan, kelautan dan

daya mineral, perdagangan, perindustrian dan

keuangan.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas eebagaimana dimakaud

pada ayat (3J, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

mempunyai fungsi:

a. melakeanakan penyueunan program kerja Bidang

Perencanaan F'erekonomian;

b. melaksanakan koordinaai, menghimpun dan

menyusun bahan kebijakan teknis Bidang

Perencanaan Perekonomian;

c. melaksanakan koordiriasi penytteunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang meliputi

RPJPD, RPJMD dan RKPD pada lingkup Bidang

Perencanaan £'erekonomian;



d. melakeanakan koordinasi penyusunan Rencana

Strategie 9erangkat Oaerah dan Rencana KerJa

Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan

Perekonomian;

e. melaksanakan kmmlinaai ainergitas dan harmonisasi

kegiatan Perarigkat Daerah pada lingkup Bidang

Perencanaan Perekonomian;

f. melakukan koordinasi pelakeanaan ainergitae dan

harmoniaaei kegiatan Kementerian/Lembaga di

provinei dan kabupatcn/kota pada lingkup Bidang

Perencanaan Perekonomian;

g. melakukan koordinaei dukungan pelaksanaan

kegiatan punt untuk prioritaa nasional pada Jingkup

Bidang Perencanaan Perekonomian;

h. melakukan koordinaai pelakeanaan keeepakatan

bereama keijasama antar Perangkat Daerah pada

lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;

melakukan koordinaei pembinoen teknis

perencanaan kepada Perangkat Oaerah pada lingkup

Bidang Perencanaan Perekonomian;

melaksefmkan aaiatenai usulan rencana program,

kegiatan dan sub kegiatan pada bidang pangan,

koperaei, usaha kecil dan menegah, penanaman

modal, kebudayaan, kelautan dan perikanan,

pariwieata, pertanian, energi dan eumber daya

mineral, perdagangen, perindustrian dan keuangan;

k. melakeanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut

usulan pcmbangunan pada forum Musmnbang

Bidang Perencanaan Perekonomian;

l. melakaanakan faailitasi dan koordinasi penetapan

IKU Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program

diBidang Perencanaan Perekonomian;

m. mendiatribuaikan dan memberi petunjuk

pelakeanaari tuggs kepada bawahan;

n. melakeanakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

O. melakeanakan koordinasi dan penyusunan bahan

tindak lanjut Lnporan Haeil Pemerikeaan lingkup

Bidang Perencanaan Perekonomian;

p. melakeanakan penyusunan bahan saran dan

pertimbangen mengenai tugas Bidang Perencanaan

Perekonomian aebagai bahan penetapari kebijakan;

melakeanakan pengendalian dan evaluaai

pelakaanaan tugaa Bidang Perencanaan

r. melaporkan haail kerja di Bidang Perencanaan

Perekonomian kepada Kepala Badan; dan

B. melakeanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

ataaan untuk kelancaran tugas kedinaoan.



(1)

(2)

(3)

(4j

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

eebagaimana dimakeud dalam Paeal5 ayat( l) huruf f,

terdiri dari:

a. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Kewilayahan; dan

b. Kelompok dabatan Fungnional.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dari Kewilayahan

dipimpin oleh kg Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Badan.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Kesvilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam menyelenggarakan fungai penunjang pelakeanaan

Uruaan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi peker;aan

uoium dan penataan ruang, perumahari rakyat dan

kawaean permukiman, ketenteraman, ketertiban umum,

dan pelindungan maeyarakat, pertanahan, lingkungan

hidup, perhubungan, komunikaai dan inforniatika,

atatietik, peraandian, kehutanan dan kecamatan.

Untuk menyelenggarakari tugas eebagaimana dimaksud

pada ayat (3}, Kepala Bidang Perencanaan lnfrastruktur

dan Kewi1a,yahan mempunyai fungni:

a. melakeanakan penyuaunan program ke;ja Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. melakeanakan koordinasi, menghimpun dan

menyuaun bahan kebijakan teknie Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

c. melakaanakan koordinaai penytiaunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang meliputi

RPJPD, RPJMD dan RKPD pada lingkup Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

d. melakeanakan koordinaei penyusunari Rencana

Strategie Perangkat Daemh dan Rencana KerJa

Perangkat Daerah pada lingkup Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan;

e. melakaanakan kmnBinaai ainergitae dan harmoniaasi

kegiatan Pemngkat Daerah pada lingkup Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan ninergitas dan

harmonieaei kegiatan Kementerian/Lembaga di

provinei dan kabupaten/kota pada lingkup Bidang

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

kegiatan pueat untuk prioritaa naaional pada lingkup

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahari;



rt.

0.

p.

q.

h. melakukan konrdinani pelakeanaan keaepakatan

bersama kefj oama antar Perangkat Oaerah pada

lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Kewüayahan;

f. melakukan koordinasi pembinaan teknis

perencanaan kepada Perangkat Daerah pada lingkup

Bidang Perencanaan InfzasUuktur dan Xewtlayahazt;

melaksanakan asistensi usulan rencana program,

kegiatan dan aub kegiatan pada bidang pekerjaan

umum danpcnataan ruang, pcrumahan rakyat dan

kawaean permukiman, ketenteraman, ketertiban

umum, dan pelindungan maayarekat, pertanahan,

lingkungan hidup, perhubungan, komunikaei dan

lnformatika, atatlatik, peraandian, kehutanan dan

kecamatan;

melaksanakan faeilitasi dan koordinasi tidak lanjut

uaiilen pembangunan pada forum Muerenbang

Bideng Perencanaen lnfrnetruktur den Kewilayahen;

l. melaksanakan fsoilitasi dan kmrdinasi penetapan

IKU Peran katDaerah dan lndikator Kinerja Program

di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Kewilayahan;

m. mendistribueikan dan memberi petunjuk

melaksanakan telaahan staf eebagaï bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

melakeanakan koordinasi dan penyusunan bahan

tindak lanjut Lapomn Hasil Pemerikeaan lingkup

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

melakaanakan penyusunan bahan earan dan

pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan

penetapan kebljakan;

melakaanakan pengendalian dan evaluaei

pelakeanaan tugaa Bidang Perencanaan Infrastruktur

dsn KewUayshan;

r. melaporkan haeil keija di Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayehan kepada Kepala Badan;

dan

s. melakeanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

ataean untuk kelancaran tu8as kedinaean.

(1) Bidang Riset dan lnovasi Daerah eebagaimana dimaksud

dalam Pasal5 pat tU hurufg,terdiri dari:

a. Kepala Bidang Riaet dan lnovaai Daerah; dan

b. Kelompok Jabatan Fungaional.

(2) Bidang Riaet dan Inovaei Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Badan.



(3) Kepala Bidang Riet dan lnovasi Daerah mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam menytlenggarakan

fungni penunjang pelakaanaan tJruaan @mgrin

Daer8h diBfdang Rieet dan Inovani Oaerah yang meliputi

penelitian, pengembangan. pengkajian dan penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi

yang terintegraci did erah nerta pengelolaan data dan

informasi pembangunan.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas eebagaimana dimakeud

pada ayat {3), Kepala Bidang Rieet dan Infraetruktur

mempunyai fungai:

a. melakeanakan penyusunan program kerja Bidang

b.

Rieet den Irtovaet Daerah;

melakaanakan koordinasi, menghimpun dan

menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Riset dan

Inovaei Dacrah;

c. melakeanakan hoordinaei dan fasilttaei kelembagaan

dan aumberdaya penehtian, pengembangan,

pengkajian, dan penempan, serta invenei dan inovasi

di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

d. melaksanakan koordinasi pengadaari infrastruktur

rieet meliputi eeluruh sarana dan prasararia

pendukung pelaksanaan riset Mail dalam bentuk

bangunan, peralatan, lahan, kolekai, dan data serta

mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan

infraatruktur rieet;

e. melakaanakan kebijakan, fasilitaai, dan pembin an

pelaksanaan penelitian, pengernbangan, pengkajian,

dan pencrapan, di daerah yang memperkuat ïungsi

dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di

daerah aebagai landaaan dalam perencanaan

pembangunan daerah diaegela bidang kehidupan

yang berpedoman pada nilai Pancaaila;

f. melakeanakan koordinaai dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang penelitiari,

pengombangan, pengkajiari dan penerapari ilmu

pengetahuen dan teknologi, ker}aeama pembangunan

ilmu pengetahuan dan teknologi, eerta kemitraan

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan ilmu pengetahuan dan tekriologi di

daerah;

g. melakeanaltan pemberlan bimbtngen teknta dan

superster di bidang riset dan inovasi, kerjasama

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

kemitraan penelitian, pengenibangan, pengkajiari,

dan penerapan, keija anna invensi dan inovasi, serta

kemitraan invensi dan inovasl dldeerah;



h.

O.

pengembangan, penyelengggraan pengkajian, dan

penerapan eerte lnvenei den inovael dl daerah;

melakaanakan koordinaei pembarigunari,

pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem

iriformasi ilmu pengetahuan dan tekoologi di daerah;

j. melakeanakan kebijakan, faailitaai, dan pembinaan

pelakaanaan inwnai dan inovaai di dacrah yang

memperkuat fungai dan kedudukan ilmu

getahuan dan teknologi di daerah ecbagai

landaean dalam pereneanaan pembangunan daerah

di eegala bidang kehidupan yang berpedoman pada

nilai Pancaeile;

k. melakaanakan koordinaai sinkronisasi

pelakeanaan lcebijakan di bidang invenai dan inovasi,

kerjaeama invensi dan inovasi, serta kemitraan

invensi dan inovaei di daerah;

melakeønakan k‹x›rdinaei pelakeanaan penelitian dan

p gabdiari kepada maeyarakat berbasia penelitian,

pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yeng dihasilkan oleh

lembagn/pueat/organieaai penelitian lainnya di

daerah;

m. melaksanakan publlkaei haail-hasil ri et dan

penelitian kepada inetanai terkait dan maeyarakat

melaltii jurnal penelitian, bulletin, pueat informant

hasil penelitian dan teknologi dan media lainnya;

n. melakeanakan koordinaai penelitian dan

pengembangan yang dilaknanakan necara swakelola

maupun kerja ama dengan pihak lain;

melakeanakan koordinaei penyajian dan pengelolaan

data dan informaai pembangunan meliputi data

statiatik maupun data geoapaaial aeauai prinsip Satu

Data Indonesia eebagai daear perencanaan,

p°la>eanaan, evaluani dan pengendaliari

P. mendistrtbuaÏÏ¢Bn dan memberi petunjuk

p¢lBk8dftB8n tttgB8 Lep8da Öawahort;
q. mel8keaft8kan telaahan staÏ aeJjagaj {;gJt

m b«naan pengambllan kebijakan;
r. melRkeanakan koordinaei dan penyusunan bahan

tindak lanjut Imporan Haeil Pemerikeaan lingkup
Bidang Riaet dan Inovasi Oaerah;

melakeanakan penyuaunan bay- eamn dan

Inovaai Daerah
t. melaksanakan

mengenai tugas Bidang moet dan

aebagai bahan penetapan kebijakan;

pengendaliari dan evaluasi

pelaksan8aft tugas Bidang Rieet dan Inovasi Daerah;

Daerah kepada ltcpala Badan; dan
dan lnovasi

m€laksan•k•n tugas lain yang diP rintahkan oleh

ataean untuk kelancaran tugae kedinaean.



Kelompok Jabatan Pungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan eesuai dengan bidang tenaga fungeional maging-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Kelompok Jabatan Fungaional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal S, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Paeal 13, Pasal

14 dan Pasal IN, terdiri atas eejumlaii pejabat fungsional

aesuai dengan bidang keahliannya.

(3}

(4}

(5)

(6)

(7)

(I) Dalam mgieksnnekan tugasnya, setiap pimpinan satuan

organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib

mavipuo inetensi iain di luar lmgkungan kerja

eesuai dengan tugas maeing-masing.

(2) Setiap pimpinan eatuan organisasi wajib mengawasi

bawabannya dan apabila tciiaili penyimpangan agar
mengamDil langkah yang diperlukan etsuai dengan

ketentuan j:crataran perundaog-undangan.

Setiap pizapñma setuao osgaoisasl jawab

memimpin dan mcngkoordinaeilcan bawaliannya masing-

masing den meoibtr8wui btobingea sena petunjuk

dalam pelaksanaan tugas bawahan.

9etiap pimpinan eatuan orgenieasi wajib mengikuti dan

mcmatuhi petunjuk den jawub kepaiia

ai•- a•n - >m •
berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima olth pimpinan eatuan

organisasi dari bawahan, wajib dioleh dan dipergunakan

sebagai bghan untuk penyusunen laporan lebih lanjut

den untuk mczDberikan petunjitk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada

atasan, tembuean laporan wajib dieampaikan kepada

bidang lain yang secara fungeional mempunyai

hubungan ke;Ja.

De.fern, melaksanakan tugaenya eetiap pimpinan

organisasi diimntu oieh kepala eatuan organise

dibawahnya dan dalam rangka ptmbtrian bimbingan

kepada hawaiian masing-maeiog dapat mengadakan

rapat berkala.

PesmA 18

Pada eaat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat

yang eria tetap meriauduki jabatannya dan melaksanakan

tugasnya eampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru



Paaal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan, Rieet dan Inovasi Daerah Kabupaten

Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Paeal 5,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Panal 20

Pada eaat Peraturari Bupati ini mulai berlaku maka

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 74 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organieasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Keija Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten

Tariggamus Tahun 2022 Nomor 828); dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Panai öl

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati

irii diatur lelrih lanjut oteh Kepala Perarigkat Daerah setelah

disetujui Bupati.

Paaal R2

Petaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di

undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Diundangkan diKota Agung

pada tangg&1 2 Ag ustsu 2024

9UMD1

Ditetapkan di Kota Agung

pada tangg;3j 2 A 8 us tus 20 24

MULYAD1 IRSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR B92
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